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ABSTRAK 

 

PENGENAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI BADAN 

PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR 

 

GERNADHI ARYA LUBIS 

01870614278 

 

Objek Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kampar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

Pemotongan Dan Pemungutan Pajak Reklame Di Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kampar. Sesuai dengan tujuan penulis, maka penulisan ini 

menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan di lapangan pengenaan pemungutan pajak reklame di kabupaten kampar 

diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011. Pengenaan tarif pajak 

reklame sebesar 25% dan dalam pemungutannya menggunakan sistem Official 

Assessment artinya diperhitungkan/ditentukan oleh petugas pajak (fiskus) dan 

ditetapkan dalam SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), Dalam sistem ini dapat 

disimpulkan bahwa berhasil atau tidaknya pelaksanaan proses pemungutan pajak 

bergantung pada petugas pajak (petugas pajak memiliki peranan dominan). 

 

Kata kunci : Pengenaan Pemungutan, Pajak Reklame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ii 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu‟alaikum Wr.wb 

Puji dan syukur kepada Allah subbahanallahu wa ta‟ala atas rahmat dan 

karunia yang diberikannya sehingga penulis  dapat  menyelesaikan  Tugas  Akhir 

ini dengan judul “Pengenaan Pemungutan Pajak Reklame Di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar”. Shalawat dan salam untuk uswah 

kita Rasulullah SAW, semoga syafa‟at - Nya nanti akan kita peroleh. Tugas Akhir 

ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar akademik 

Ahli Madya (A.Md) pada PRODI D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi 

Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini 

masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kelemahannya. Untuk itu 

penulis menerima dengan senang hati segala kritikan dan saran yang bersifat 

membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. 

Dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari  bantuan, 

bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin 

menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Kepada Orang Tua saya, Ayahanda Alm.Muhammad Zainuddin Lubis  

dan Ibunda Nurahmani yang selalu memberi dukungan, motivasi serta 

do‟a restu kepada penulis agar dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

2. Prof. Dr. Khairunnas M.Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau beserta pembantu Rektor I, II dan III yang 



 iii 

telah memberi waktu kepada penulis untuk menuntut ilmu di perguruan 

tinggi ini. 

3. Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu 

Sosial beserta pembantu Dekan I, II, III yang memfasilitasi dengan 

kebijakan-kebijakannya. 

4. Dr.Jhon Afrizal, S. HI. MA selaku Ketua Prodi D3 Administrasi 

Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan 

nasehat, saran dan motivasi dalam menulis tugas akhir ini. 

5. Muslim, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Prodi D3 Administrasi 

Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan 

saran dan perbaikan dalam menulis tugas akhirini. 

6. Ari Nur Wahidah, SE, MM selaku dosen pembimbing yang selalu 

memberikan nasehat, motivasi, serta membantu dalam perbaikan 

kesalahan-kesalahan dalam penulisan Tugas Akhirini. 

7. Semua pendidik yang penulis hormati, para Bapak dan Ibu dosen 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang tidak dapat dinilai 

denganmateri. 

8. Kepada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, seluruh 

staf yang telah banyak membantu penulis mendapatkan data hingga 

selesai Tugas Akhir ini. 

9. Sahabat dan teman-teman D3 Administrasi Perpajakan, terkhusus untuk 

teman-teman di kelas B yang telah memotivasi selama ini, saling 



 iv 

membantu, terimakasih atas persahabatan kita, senda gurau yang sangat 

menghibur dikala bersama. Seluruhteman-teman seperjuangan yang 

tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. 

10. Kepada teman-teman di Himpunan Mahasiswa Prodi Administrasi 

Perpajakan yang telah bersedia bertukar pikiran dalam proses 

penyelesaian Tugas Akhir ini. 

11. Dan kepada Semua pihak yang karena keterbatasan tidak dapat 

disebutkan satu persatu yang turut andil selama penulisan TA ini. 

Semoga Allah SWT membalas segala ketulusan dan budi baik yang 

telah diberikan. Aamiin Ya Rabbal„alamin. 

Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan menjadi 

amal baik yang akan mendapatkan balasan dari Allah subbahanallahuwata‟ala 

berupa pahala. Semoga Tugas Akhir ini dapat berguna dan dapat dimanfaatkan 

sebaik-baiknya oleh pihak-pihak yang membutuhkan. 

Wassalamu'alaikum Wr.Wb 

Pekanbaru, September 2021 

Penulis 

 

 

Gernadhi Arya Lubis 

01870614278 

 



 v 

DAFTAR ISI 

 
ABSTRAK  .....................................................................................................  i 

KATA PENGANTAR  ...................................................................................  ii 

DAFTAR ISI  ..................................................................................................  v 

DAFTAR TABEL ..........................................................................................  vi 

DAFTAR GAMBAR  .....................................................................................  vii 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  ....................................................................................  1 

1.2 Rumusan Masalah  ...............................................................................  5 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................................  6 

1.4 Metode Penelitian  ................................................................................  6 

1.5 Sistematika Penulisan  ..........................................................................  8 

 

BAB II GAMBARAN UMUM  .....................................................................  10 

2.1 Sejarah Singkat BAPENDA Kabupaten Kampar  ................................  10 

2.2 Visi dan Misi BAPENDA Kabupaten Kampar  ...................................  12 

2.3 Uraian Tugas/Unit Kerja BAPENDA Kabupaten Kampar  .................  13 

2.4 Struktur Organisasi BAPENDA Kabupaten Kampar  ..........................  17 

 

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK  ..........................................  18 

3.1 Tinjauan Teori  .....................................................................................  18 

3.1.1 Pengertian Pajak  ......................................................................  18 

3.1.2 Fungsi Pajak  ............................................................................  20 

3.1.3 Sistem Pemungutan Pajak  .......................................................  21 

3.1.4 Syarat Pemungutann Pajak  ......................................................  23 

3.1.5 Jenis-jenis Pajak  ......................................................................  24 

3.1.6 Pengertian Wajib Pajak  ...........................................................  30 

3.1.7 Pengertian Pajak Reklame  .......................................................  31 

3.1.8 Pengertian Pengenaan Pemungutan Pajak Reklame  ................  36 

3.1.9 Pajak Menurut Syariat Islam  ...................................................  37 

 



 vi 

3.2 Tinjauan Praktek  .................................................................................  40 

3.2.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Pada 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar  .........................  40 

3.2.2 Pengenaan Pajak Reklame Di Kabupaten Kampar ..................  41 

3.2.3 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Di Kabupaten 

Kampar  .......................................................................................  44 

 

BAB IV PENNUTUP  ....................................................................................  50 

4.1 Kesimpulan  ..........................................................................................  50 

4.2 Saran  ....................................................................................................  50 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 vii 

DAFTAR TABEL 

 
Tabel 1.1 Rekapitulasi Wajib Pajak Yang Terdaftar Pajak Reklame Pada 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 s/d 

2020  ..............................................................................................  4 

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 s/d 2020  ....  40 

Tabel 3.2 Nilai Satu Satuan Nilai Strategis (NS) Kabupan Kampar  ............  42 

Tabel 3.3 Perhitungan Pajak Reklame Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan Dan Aset Kabupaten Kampar  .....................................  43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 viii 

DAFTAR GAMBAR 

 
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kampar  .......................................................................................  17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1  Latar Belakang Masalah 

Pembangunan nasional suatu bangsa ditentukan oleh kemampuan bangsa 

tersebut yang berupaya memajukan kesejahteraan masyarakat dengan memerlukan 

dana untuk pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan. 

Usaha untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah melalui pajak. Pajak 

merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan dan 

sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan 

pengeluaran–pengeluaran pemerintah. 

Pajak merupakan salah satu pendapatan Negara yang sangat penting dan 

dimanfaatkan untuk melaksanakan dan meningkatkan pembangunan nasional. 

Pendapatan dari sektor pajak digunakan oleh pemerintah untuk melakukan 

kegiatan  pembangunan di segala bidang seperti pembangunan infrastruktur 

negara, pembayaran gaji pegawai negeri, pembangunan sarana umum dan 

sebagainya. 

Menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, 

pemerintah daerah mempunyai wewenang terhadap suatu daerah untuk mengatur 

keuangannya sendiri, maka pemerintah daerah dipacu untuk berkreasi mencari 

sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan dan pengeluaran 

dari alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah. Undang-

undang tentang pemerintahan daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah 
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menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat 

dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. 

Pembangunan daerah sebagai integral dari pembangunan nasional 

dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya 

yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah 

dalam rangka menciptakan stabilitas pembangunan dan pembangunan daerah 

dalam mewujutkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Disamping 

itu juga untuk dapat menggali potensi-potensi yang ada demi terciptanya tujuan 

dari cita-cita pembangunan nasional itu sendiri. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ditetapkan enam 

belas jenis Pajak Daerah, yang terdiri dari lima jenis Pajak Provinsi dan sebelas 

Pajak Kabupaten/Kota. Diantara sebelas Pajak Daerah Kabupaten/Kota adalah 

Pajak Reklame. Aziz Samudra (2015:216) Pajak Reklame adalah Pajak atas 

penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan Reklame adalah 

benda, alat, media yang bentuk dan corak ragamnya dengan tujuan komersial 

dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk 

menarik perhatian umum terhadap suatu barang, jasa, orang atau badan, yang 

dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum, kecuali yang 

dilakukan oleh pemerintah. Pajak Reklame dikenakan atas penggunaan reklame 

terhadap orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame tersebut. 

Badan Pendapatan Daerah mempunyai peran besar dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah. Dalam melaksanakan Pajak Reklame tersebut, 

Pemerintah tentu mendapat hambatan atau permasalahan seperti kurangnya 
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kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak 

sehingga banyak wajib pajak yang membayar pajak lewat dari tanggal jatuh 

tempo, bahkan menunggak atau tidak membayar pajak. Oleh karena itu perlu 

peran fiskus dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan upaya seperti 

melakukan sosialisasi dan memberikan pengetahuan tentang pajak reklame 

dengan jelas kepada wajib pajak. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar 

Nomor 14 tahun 2011 tentang pajak reklame, didalam pasal 7 ayat (1) tertuang 

bahwasannya “Setiap Penyelenggara Reklame Dalam Wilayah Kabupaten 

Kampar yang dilakukan oleh Pemilik/ Penyelenggara atau Kuasanya, wajib 

memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk”. Reklame yang tidak 

memiliki izin harus ditertibkan dan harus dibongkar banyak reklame yang tidak 

membayar pajak namun terpasang, karena ketidakpatuhan wajib pajak dalam 

menjalankan kewajiban perpajakannya. 

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame, pajak reklame tersebut 

mempunyai beberapa fungsi atau manfaat yaitu fungsi anggaran digunakan untuk 

pendanaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, 

pembangunan, dan juga sebagai tabungan pemerintah daerah. Fungsi lain yaitu 

fungsi stabilitas dengan menggunakan dana pajak untuk membantu pemerintah 

dalam menstabilkan harga barang dan jasa sehingga dapat mengurangi inflasi. 

Agar fungsi ini dapat dijalankan, pemungutan pajak harus efektif dan efesien. 

Adapun manfaat yang di peroleh yaitu pemerintah daerah dapat mengatur 

pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak daerah dan dana yang berasal dari 

pajak daerah digunakan sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan ekonomi 

pemerintahan dan mengurangi masalah ekonomi. 
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Dikarenakan masih ada Wajib Pajak yang belum mengetahui tentang 

pengenaan pemungutan pajak reklame,Oleh karena itu perlu diadakan upaya 

dalam melakukan perbaikan dan peningkatan pelayan terhadap penerimaan pajak 

daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan 

kesadaran wajib pajak yaitu lebih mensosialisasikan Pajak Reklame kepada 

masyarakat tentang pentingnya pajak daerah khususnya reklame guna kepentingan 

umum dan untuk pembangunan daerah.  

Berikut ini adalah jumlah wajib pajak yang terdaftar pada badan 

pendapatan daerah kabupaten kampar. 

Tabel 1.1 

Rekapitulasi Wajib Pajak Yang Terdaftar Pajak Reklame Pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 s/d 2020 

NO Kecamatan 
WP Per 31 Des 

2018 

WP Per 31 Des 

2019 
WP Per 31 Des 2020 

1 Bangkinang 45 55 97 

2 Bangkinang Kota 245 294 468 

3 Salo 32 46 79 

4 Perhentian Raja 14 32 64 

5 XIII Koto Kampar 12 31 54 

6 Kuok 16 25 52 

7 Tambang 103 133 227 

8 Kampar Kiri Hulu 0 2 14 

9 Kampa 20 34 85 

10 Kampar Kiri Tengah 30 41 79 

11 Rumbio Jaya 20 25 39 

12 Gunung Sahilan  25 40 70 

13 Tapung 147 177 318 

14 Koto Kampar Hulu 9 9 24 

15 Kampar Kiri Hilir 5 16 24 

16 Tapung Hulu 84 84 163 

17 Tapung Hilir 35 60 101 

18 Kampar 66 91 140 

19 Kampar Utara 12 17 33 

20 Kampar Kiri 24 44 93 

21 Siak Hulu 152 194 328 

  Jumlah 1096 1450 2552 

(sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar) 
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Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa wajib pajak yang terdaftar pajak 

reklame di kabupaten kampar tiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 

2018 jumlah wajib pajak yang terdaftar 1096,pada tahun 2019 jumlah wajib pajak 

yang terdaftar 1450 dan pada tahun 2020 jumlah wajib pajak yang terdaftar 2552.  

Untuk terus mempertahankan peningkatan seperti ini salah satu upaya yang dapat 

dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak yaitu lebih 

mensosialisasikan Pajak Reklame kepada masyarakat tentang pentingnya pajak 

daerah khususnya reklame guna kepentingan umum dan pembangunan daerah.  

Berdasarkan uraian ringkas di atas maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dan mengangkat menjadi suatu karya tulis sebagai kajian 

dari tugas akhir yang merupakan syarat kelulusan dari program studi D3 

Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Pengenaan Pemungutan 

Pajak Reklame di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengenaan pajak reklame di badan pendapatan daerah 

kabupaten kampar? 

2. Bagaiman sistem pemungutan pajak reklame di badan pendapan daerah 

kabupaten kampar? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Pengenaan Pajak Reklame Di Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Kampar. 

2. Untuk mengetahui sistem pemungutan pajak reklame di badan pendapatan 

daerah kabupaten kampar. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi 

wajib pajak, khususnya Pajak Reklame, agar lebih sadar terhadap 

kewajiban perpajakannya. 

b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi 

peneliti yang lain dalam permasalahan yang sama. 

c. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu 

memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah Kabupaten 

Kampar dalam mengambil kebijakan mengenai Kepatuhan Wajib 

Pajak dalam membayar Pajak Reklame. 

d. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan bagi pembaca. 

 

1.4 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode  kualitatif  

dan deskriptif. Menurut Sugiyono (2011), metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, seperti pengambilan data.  
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1.4.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kampar, beralamat di Jl. Prof M Yamin Sh No.83 Bangkinang 

Kota. 

1.4.2 Waktu Penelitian 

Penulis melakukan penelitian pada tanggal 01 Juni  s/d 30 Juli 2021 

di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. 

1.4.3 Jenis Data 

a. Data Primer. 

Menurut Suharsimi (2011:158) data primer merupakan data yang 

diperoleh secara langsung dari narasumber yaitu orang yang memberikan 

informasi wawancara/interview. 

b. Data Sekunder. 

Menurut Suharsimi (2011:159) data skunder merupakan data yang 

diperoleh secara tidak langsung dari dokumen, catatan/arsip.  

1.4.4 Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi. 

Merupakan pengamatan secara langsung di Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kampar. 

b. Interview. 

Interview adalah tanya jawab antara penulis dengan narasumber yang ada 

di instansi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar mengenai 

permasalahan yang ingin diteliti. 
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c. Dokumentasi. 

Merupakan pengambilan dan pemanfaatan data-data yang ada di instansi, 

data-data tersebut didapat dari arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang 

ada di instansi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. 

1.4.5 Analisis Data 

Dalam menganalisis data-data, penulis menggunakan pendekatan 

kualitatif, yaitu suatu pendekatan dalam penelitian menggunakan deskripsi 

(gambaran/penjelasan) secara detail dengan melakukan pengolahan data. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Dalam sistematika penulisan, Penulis menyajikan sistematika penulisan ini 

atas beberapa bagian yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, 

Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode 

Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II  : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Pada bab ini merupakan gambaran umum lokasi penelitian. Dalam 

bab ini akan diuraikan tentang sejarah singkat kantor Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, struktur organisasi, uraian 

tugas, visi, dan misi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kampar. 
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BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

  Pada bab ini merupakan telaah pustaka. Dalam bab ini akan 

diuraikan tentang pengertian pajak, 

BAB IV : PENUTUP 

  Pada bab ini merupakan bab yang berisikan tentang kesimpulan dan 

saran. Dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

2.1 Sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 

Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Kota Bangkinang (selanjutnya 

disingkat Dipenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah 

Kotamadya Daerah Bangkinang. Berdasarkan Surat Edaran Mentri Dalam Negeri 

Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Dinas 

Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas 

Pendapatan dan Pajak Daerah Kota Bangkinang dengan Perda Nomor 5 tahun 

1976. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas 

b. Seksi Tata Usaha 

c. Seksi Pajak dan Retribusi 

d. Seksi IPEDA 

e. Seksi Operasi/Penagihan 

Berdasarkan Surat Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor KUPD.7/12/41-

101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, diterbitkan peraturan Dearah Nomor 7 

Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah 

Kota  Bangkinang dengan susunan organisasi sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas 

2. Sub Bagian Tata Usaha 



 

 

11 

3. Seksi Pajak 

4. Seksi Retribusi 

5. Seksi IPEDA 

6. Seksi Pendapatan Lain-lain 

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 23 

Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan 

Daerah Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor 

KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978,ditindak lanjuti dengan diterbitkannya 

Peraturan Daerah Kota Bangkinang Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 27 Desember 

1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Bangkinang Tipe B, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas 

2. Sub Bagian Tata Usaha 

3. Seksi Pendaftaran dan Pendataan 

4. Seksi Penetapan 

5. Seksi Pembukuan dan Pelaporan 

6. Seksi Penagihan 

7. Unit Penyuluhan 

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 

tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 50 tahun 

2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota 

Bangkinang menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang 

selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang 
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Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota 

Bangkinang, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi 

sebagai berikut: 

1. Kepala Dinas 

2. Wakil Kepala Dinas 

3. Bagian Tata Usaha 

4. Sub Dinas Program 

5. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan 

6. Sub Dinas Penagihan 

7. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain 

8. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan 

9. Kelompok Fungsional 

 

 Pada Bulan Januari 2017 Dirubah Lagi Menjadi ( BAPENDA ) Badan 

Pendapatan Daerah Kab. Kampar dan Sampai Sekarang. 

 

2.2 Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 

a. Visi 

 Visi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Yaitu 

“Terwujudnya peningkatan dan penerimaan Daerah yang Optimal dan 

Proporsional Tahun 2022”. 

b. Misi  

 Dalam rangka pencapaian visi, Kantor Badan Pendapatan Daerah Kampar 

mengemban beberapa misi:  
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1. Meningkatkan Kualitas kelembagaan Melalui Tata Kerja Dan SDM 

Aparatur Berkualitas. 

2. Mengenbangkan dan Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Daerah . 

3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk memenuhi Kewajibannya 

Selaku Wajib Pajak. 

 

2.3 Uraian Tugas 

 Adapun tugas pokok pada masing–masing bagian pada Kantor Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Badan 

Badan Pendapatan Daerah di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang 

mempunyai tugas pokok membantu Bupati  dalam penyelenggaraan tugas di 

bidang pendapatan daerah. 

2. Sekretariat 

Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok 

menyusun program kerja dan rencana kegiatan, melaksanakan administrasi umum, 

mengelola administrasi keuangan, mengelola administrasi pengelolaan aset badan, 

administrasi kepegawaian dan menatausahakan kegiatan lainnya. 

a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di pimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan 

pelayanan, koordinasi dalam urusan umum, perpustakaan, surat 

menyurat, kearsipan, menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan 

pengembangan pegawai, mutasi pegawai, serta evaluasi kinerja dan 

kesejahteraan pegawai. 
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b. Sub. Bagian Keuangan dan Aset 

Sub Bagian Keuangan dan Aset di pimpin oleh seorang Kepala 

Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam 

penyusunan rencana anggaran, baik anggaran rutin maupun anggaran 

pembangunan serta pengelolaan aset di lingkungan Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Kampar. 

c. Sub. Bagian Perencanaan Dan Data 

Sub Bagian Perencanaan dan Data di pimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam 

melaksanakan perencanaan dan data. 

3. Bidang Pendataan dan Pendaftaran 

Bidang Pendataan dan Pendaftaran di pimpin oleh seorang Kepala 

Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas 

BadanPendapatan Daerahdi bidang Pendataan dan Pendaftaran Pendapatan 

Daerah. 

a. Sub. Bidang Pendapatan  

Sub Bidang Pendapatan di pimpin oleh seorang Kepala 

Subbidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, 

evaluasi dan koordinasi. 

b. Sub. Bidang Pendaftaran 

Sub BidangPendaftaran di pimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi 

dan koordinasi. 
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4. Bidang Perhitungan Dan Penetapan 

Bidang Perhitungan dan Penetapan di pimpin oleh seorang Kepala 

Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Badan 

Pendapatan Daerah di bidang Penghitungan dan Penetapan Pendapatan 

Daerah. 

a. Sub. Bidang Perhitungan 

Sub Bidang Penghitungan di pimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi 

dan koordinasi penghitungan. 

b. Sub. Bidang Penetapan 

Sub Bidang Penetapan di pimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi 

dan koordinasi penetapan. 

5. Bidang Penagihan Dan Keberatan 

Bidang Penagihan dan Keberatan di pimpin oleh seorang Kepala 

Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Badan 

Pendapatan Daerah di bidang penghitungan dan penetapan. 

a. Sub. Bidang Penagihan  

Sub BidangPenagihan di pimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi 

dan koordinasi penagihan. 

b. Sub. Bidang Keberatan 

Sub BidangKeberatan di pimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi 

dan koordinasi keberatan. 
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6. Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan 

Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan di pimpin oleh 

seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang Pengelolaan, Pengembangan dan 

Pelaporan. 

a. Sub. Bidang Pengelolaan Dana Transfer 

Sub BidangPengelolaan Dana Transfer di pimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala bidang 

dalam penyusunan program kerja Sub BidangPengelolaan Dana Transfer. 

b. Sub. Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan 

Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan di pimpin oleh 

seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan 

perumusan, evaluasi dan koordinasi dana lain-lain pendapatan daerah. 

c. Sub. Bidang Pelaporan 

Sub Bidang Pelaporan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang 

yang mempunyai tugas mengumpulkan data dan pelaporan, manfaat, serta 

dampak kegiatan di bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan. 
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2.4 Struktur Organisasi 

Gambar 2.1 

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Pengenaan Pemungutan Pajak 

Reklame Di Kabupaten Kampar, maka disimpulkan : 

1. Pengenaan tarif pajak reklame sebesar 25%,  pelaksaan pemungutan pajak 

reklame mengunakan sistem Official Assessment dan untuk membayarnya 

wajib pajak datang langsung ke kantor Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kampar untuk melakukan pembayaran pajak reklame yang 

mereka pasang.   

2. Dalam hal penentuan target pajak reklame di Kabupaten Kampar telah 

optimal, hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan dari tahun ketahun, 

khususnya 2 tahun terakhir yakni tahun 2019-2020 telah mencapai target 

yang ditentukan. 

 

4.2 Saran 

Saran dari penulis untuk badan pendapatan daerah kabupaten kampar 

adalah: 

1. Perlu diadakan penyuluhan baik langsung maupun tidak langsung, yang 

hendaknya dilakukan secara terus menerus dan merata kepada seluruh 

masyarakat mengenai perpajakan 
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2.  Pelaksanaan pendataan ke lapangan terhadap Objek maupun Subjek Pajak 

yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar, bisa dilakukan secara 

teratur. 

3. Pihak Dinas pendapatan daerah harus bertindak lebih tegas dalam 

pemberian sanksi hukum sesuai dengan aturan yang ada kepada pemasang 

reklame yang melakukan pelanggaran 

4. Hasil dari penerimaan pajak tersebut hendaknya digunakan tepat sasaran 

untuk pelayanan dan kepentingan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DAFTAR PUSTAKA 

 

a. Buku dan NonBuku 

Al-Qur‟an dan Terjemahan 

Arikunto, Suharsimi. 2011. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Bina Aksara. 

GusFahmi. 2011.Pajak Menurut Syariah EdisiRevisi.Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada. 

Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi 

Mardiasmo.2018. Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: Andi. 

Ratnawati, Juli dan Retno Indah Hernawati. 2015. Dasar-DasarPerpajakan. 

Yogyakarta: CV Budi utama. 

Samudra, Azhari Aziz. 2015. Perpajakan Di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada. 

Siahaan, Marihot P. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada. 

Waluyo. 2013. Perpaakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. 

 Diakses tanggal 10 juli 2021 

https://aswajanucenterjatim.com/hujjah-aswaja/hukum-pajak-menurut-islam/. 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ca1cff613c10/pengenaan-

pajak-reklame-led-iindoor-i/ 

 

b. Peraturan dan perundang-undangan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak 

Reklame. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah 
 

https://aswajanucenterjatim.com/hujjah-aswaja/hukum-pajak-menurut-islam/


LAMPIRAN 

Bukti Observasi Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 

Berupa foto. 

 

 

 

 



  



  



  



  



  



RIWAYAT HIDUP PENULIS 

 

Gernadhi Arya Lubis adalah putra ketiga dari 

Bapak Almarhum M.Zainuddin Lubis dan Ibu Nurahmani. 

Lahir pada tanggal 07 Agustus 2000 di Bangkinang Kota, 

Kab. Kampar, Provinsi Riau. 

Jenjang pendidikan yang pertama kali ditempuh oleh 

penulis adalah di TK Aisyah Bangkinang Kota sampai tahun 

2006. SDN 009 Bangkinnag Kota, Kab. Kampar, Provinsi Riau sampai tahun 

2012, Kemudian dilanjutkan di SMPN 1 Bangkinang Kota, Kab. Kampar Provinsi 

Riau sampai 2015. Setelah itu di lanjutkan pendidikan di SMAN 2 Bangkinang 

Kota, Kab. Kampar Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam dan tamat tahun 2018 

Kemudian penulis melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 

Berkat do’a, kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga tercinta, 

kerabat, sahabat dan teman-teman serta bimbingan dari ibuk Ari Nur Wahidah, 

SE., MM dan dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial sehingga penulis 

dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul : “Pengenaan Pemungutan Pajak 

Reklame Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar”. Dan semenjak 

penulis dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah, penulis berhak menyandang 

gelar Ahli Madya (A.Md).  

 

 

 


	1. TUGAS KAHIR.pdf
	2. LAMPIRAN.pdf

